WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA CIREBON,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan

Kota Cirebon;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota

Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46
Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat
Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan  (Berita  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020

Nomor J5);



Menetapkan

15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019

tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan
Minimal Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon

Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah
kerjanya.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang



10.

11.

12.

13.

memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat
berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium
kesehatan masyarakat.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disebut BLUD adalah sistem yang dilaksanakan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya
disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang
Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan
kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan
rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan
pemenuhan Pelayanan Dasar.

Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang
dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu
yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat
hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa Kebutuhan
Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara

secara minimal.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sesuai
standar teknis agar hidup secara layak.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau

program dalam bentuk keluaran atau hasil.

Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disebut Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk
menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa
masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat Pelayanan

Dasar.

Penerapan  Standar Pelayanan  Minimal yang
selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah
pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan
pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana
pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan

pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh
Puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik

baik vertikal maupun horizontal.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan

pemerintahan.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.



22.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat  penyakit dan memulihkan  kesehatan

perseorangan.

23. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang
tidak menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap,
perawatan di rumah (home care) dan pelayanan gawat
darurat, @ Puskesmas non rawat inap dapat
menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan

persalinan normal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya SPM ini adalah untuk memberi
pedoman kepada Pemerintah Daerah Kota dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan SPM pada UPT Puskesmas dan UPT
Labkesda yang menerapkan PPK-BLUD.

(2) Tyjuan ditetapkan SPM ini adalah untuk meningkatkan
dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan,
pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas
pelayanan umum pada UPT Puskesmas dan UPT

Labkesda yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB III
JENIS PELAYANAN DAN MUTU SPM
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan SPM
Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan yang wajib dilaksanakan pada
UPT Puskesmas meliputi UKP dan UKM, yaitu :
a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;



(2)

(3)

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

d. Pelayanan Kesehatan Balita;

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

—e

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa

—.

Berat;

k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
(TB); dan

1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia

(Human Immunodeficiency Virus).

Jenis Pelayanan yang wajib dilaksanakan pada
UPT Labkesda meliputi:

a. Urinalisa;

b. Tinja;

c. Hematologi;

d. Kimia Klinik;

e. Imunologi/Serologi;
f. Rontgen/X-Ray;

g. Elektro Kardiogram;
h. Toksiologi Klinik;

=

Mikrobiologi Klinik;
Fisika Air;

—.

k. Kimia Anorganik Air;

[um—

Kimia Organik;
m. Mikrobiologi;
n. Kimia Makanan dan Minuman; dan

0. Jasa Pelayanan Sampling lapangan.

UPT Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan
tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan indikator mutu pelayanan Puskesmas.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan SPM
Pasal 4

UPT Puskesmas dan UPT Labkesda wajib memenuhi
mutu pelayanan setiap Jenis Pelayanan Dasar pada

SPM di bidang kesehatan.

Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM

di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri

atas:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Indikator, standar nilai dan batas waktu pencapaian
pada setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT
Puskesmas dan UPT Labkesda tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENERAPAN DAN TAHAPAN
PENERAPAN SPM
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang menerapkan
PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan
berdasarkan SPM.

Pemimpin UPT Puskesmas dan UPT Labkesda wajib
menerapkan PPK-BLUD dan bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai
SPM.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM
dilakukan oleh tenaga ahli yang terampil dengan

kualifikasi dan kompetensi.
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(4) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan
pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan

dengan mengacu pada SPM.

Bagian Kedua
Penerapan

Pasal 6

(1) Pemimpin UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang
menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan
anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan

peningkatan mutu pelayanan tahunan.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format

Rencana Bisnis dan Anggaran.

Bagian Ketiga
Tahapan Penerapan SPM
Umum

Pasal 7

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai indikator SPM
dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan data;

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan
Dasar;

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
dan

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

(2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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BAB YV
PELAPORAN
Pasal 9

Pimpinan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda
menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja
penerapan dan pencapaian SPM UPT Puskesmas dan
UPT Labkesda kepada Wali Kota melalui Dinas
Kesehatan.

Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.

Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM

UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

BAB VI
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

Pembinaan teknis UPT Puskesmas yang menerapkan

PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pembinaan keuangan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda
yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan (PPKD).

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan
untuk SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan
target tahunan pencapaian SPM;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
pelaporan prestasi kerja SPM;

e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk
implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas dan
Labkesda yang bersangkutan;



(1)

(2)
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f. penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
g. pelaksanaan anggaran; dan

h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas penerapan dan pencapaian SPM UPT Puskesmas
dan UPT Labkesda dalam rangka menjamin akses dan

mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun

sekali.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian

SPM UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

a.

bahan masukan bagi pengembangan kapasitas
Pemerintah Daerah Kota dalam pencapaian SPM
UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;

bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan
penerapan SPM UPT Puskesmas dan UPT Labkesda,
termasuk pemberian penghargaan; dan

bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada
UPT Puskesmas dan UPT Labkesda apabila tidak
berhasil mencapai SPM UPT Puskesmas dan
UPT Labkesda dengan baik dalam batas waktu yang
ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus

UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
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BAB VII
PENDANAAN
Pasal 13
Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan
penerapan SPM UPT Puskesmas dan UPT Labkesda
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASHRUDIN AZIS
Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3

. Sahnan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

> inbina Tk. 1 (IV/b)
(NIP 19711228 199803 1 002



